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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan perizinan 

melalui OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. 

Sikka, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif dengan menggunakan data dukungan dari hasil survei 

kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sikka. Penelitian ini melihat pelayanan 

menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1988:23) yaitu, bukti fisik, keandalan, 

ketanggapan, jaminan dan empati yang mendapat penilaian baik dalam 

pelayanannya. Selain itu, penelitian ini juga membahas hambatan dalam proses 

pelayanan dengan adanya perubahan sekarang pelayanan perizinan berusaha harus 

menggunakan OSS maka masyarakat masih banyak yang beradaptasi dengan 

sistem yang baru, kemudian belum terdapat petugas teknis pada dinas juga 

merupakan hambatan yang bisa mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan.  

 

Kata Kunci: Pelayanan Perizinan Berusaha, OSS, DPMPTSP Kab. Sikka 
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ABSTRACT 

 

This study aims to find out how licensing services are carried out through 

OSS at the Department Investment and One-Stop Integrated Services of Sikka 

Regency. The research method used in this research is qualitative descriptive 

research using supporting data from the results of a community satisfaction 

survey conducted by the DDepartment Investment and One-Stop Integrated 

Services of Sikka Regency. This research looks at service according to 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988:23), namely physical evidence, 

reliability, responsiveness, assurance and empathy which receive a good 

assessment in service. Apart from that, this research also discusses obstacles in 

the service process. With the current changes, business licensing services must 

use OSS, many people are still adapting to the new system, and the absence of 

technical officers in the service is also an obstacle that can result in delays in the 

service process.  

 

Keywords : Business Licensing Services, OSS, DPMPTSP Sikka Regency.  
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